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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR v TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIE BARU PADA TAMAN KANAK-HANAK,
SEEOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIEOTA METRO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudavaan Nomor 44 Tahun 2019 lenlang
Pencrimaan Peserta Didik Barmu pada Taman Kanak-Kanal,
Sckolah Dasar, Sekolah Menenpgah Pertama, Sckelah Menengah
Atas dan Sckelah Menengah Kejuruan, maka perlu menelapkan
Peraturan Walikota tentang Penerimaan Pescrta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menenpah
Pertama;

Undang-Undang Newnor 12 Tahun 1999  tentang
Pembentakan Kabupaten Daii 1T Way Kanan, Kabupaten Daly
Il Lampung Timur, Kotamadya Dati [ Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825];

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Bistoin
Pendidikan Nasional (Lembaran Negaras Republik Indoncsia
Tahuan 2003 Nomor 78, Tambahzan Lembaran Negara
Rejniblik Tndonesia Nomor 4201);

Unddanp-TUndang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran MNepgara
Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimuna lelah diubah
beberapa kalli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran MNegara Hepubhlk
[ndonesia Nomaor 56749);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminiatrasi
Pemeriniahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlun
2014 Namor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor S601];
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Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2000 lentang
Qandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Newars Republik Indonesia Nomor 4496] sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pernerintah
Momor 13 Tahun 20153 tondane Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 lentang
Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

Peraturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008  tenlang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negars Repuhblik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahsn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4864),

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang
Pengelolasn  dan  Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesa Nomor
5105] sebapaimana tclah diubah  dengan Peraturan
Pemcrintah Nomaor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan alas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenlang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Pendidikan  (Lembearan
MNegara Republik  Tndonesia  Tahun 2000 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5137);

Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
I'embinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemcrintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Menteri Pendidilean Momor 34 Tabhaan 2006 tentang
Pembinaan Prestasi DPescrta Didik vang memililkd Potens
Kecerdasan dan/atan Bakat Istimewn;

FPeraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengsh (Berita Negara Kepublik Indonesia Tahun 2016
MNomor 953);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebodayaan Nomor 44
Tahun 2019 tentang Pencrimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Mencngah
Kejuruan (Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2019
Momor 1391);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pemerniah Daerah (Lembaran Daersh Kola Metro Tahun
216 Nomor 24, Tambohan lLembaran Dacrah Kota Metro
Nomor 24) schagaimana lelah diubah dengan Peraluran
Daerah Kota Melro Nomor @ Tahun 2019 (Lembaran Daerah
Kota Metro Tahon 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Melro Notmor 9),
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Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan,
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Benta Daerah Koia
Metro Tabun 2016 Nomor 31) schagaimana telah diubah
heberapa kali terakhir dengan Peraluran Walikota Metra
Nomor 37 Tahun 2019 (Berita Dacrah Kota Metro Tahun
2019 Momor 37);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAE I
KETENTUAN UMUM
Pagal 1

Dialam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan @

1.

2.

3

Dacrah adalah Kota Mctro.
Luar Daeerah adalah Wilavah Luar Kota Metro,

Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kota Metro vang
selarjutnya disingleat Dinas

Kepala Dinas Penadidikan dan Kebudayaan Rota Metro yang
selanjutnya disinglkat Kepala Dinas

Taman Kanak kanak, vang sclanjulnya disingkatr TK, adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak uasia dim pada
jalur pendidikan formal vang menyelenggarakan  program
pendidikan bagi anak berusia 4 {empat) tabun sampea
dengan 6 (enam) tahun,

Raudhatul Athfal wvang sclanjutnya disingkat A, atan
Bustanul Athfal, yang sclanjutnya disingkar BA, adalah salah
salu hentuk satuan pendidikan anak wsia dind pada jalur
pendidikan formal  yang  menyelenggarskan  program
pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia
4 [cmpal) lahun sampai dengan 6 {enam) tahun.

Sckolah Dasar, yang selanjuinya disingkal 3D, adalah salah
satu bentuk sAlllan pendidikan formmal yang
menvelenggarakan pendidikan umam pada jenjang
pondidikan dasar,

Madrasah Iblidivah yeng selanjutnya disingkal MT adalah
satu bentuk satuan pendidikan formal dalam inazn Menierd
Agama vang menyelengparakan pendidikan umuom dengan
kelkkhasan agama [slam pada jenjang pendidikan dasar.

Sckolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP
adalah satu benluk satuan  pendidikan  formal  yang
menyelengparakan  pendidikan . umum pada Jemgang
pendidikan dasar sebagai lanjulan dari 80/MI, atau bentuk
lain vang scdcrajat atau lanmjulan dari hasil belajar yvang
diilour] sama atau selars 507 MIT.
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Madrasah Tsanawivah vang selanjuinya disingkar MTs, adalah satu bentuk
satuan  pendidikan  formal dalam  binaan Menteri Apama  yang
menyelengearakan pendidikan umum dengan kekhassn agama Islarmn pada
jenjang pendidikan desar scbagai lanjutan dar SD/ML atau bentuk lain yang
sederajul atau lanjulan dari hasil belajar yang diskui sama atau setara 50/ MIL

ljazah adalah sural pernyatasn resmi dan sah yang menyatakan bahwsa
scorang peserta didik telah menyelesalkan suam jenjang pendidikan, dan
diberikuan setelah dinyatakan lulus Upan.

Penerimaan pescrta didile bara yang selanjutnya disingkat PPDB.

Ujian Sekolah SMP/MTs, yang selanjumya disebut US adalah kegiatan
petsikuran dan penilaian pencapaian Standar kormpetensi hudusan S8MP/MTs,
SMP secara nasional meliputi mala pelajaran tertent.

Nilai sckolah/ Madrasah/pendidikan kesctaraan yang selanjutnya disebut nilai
S/M/PK adalah nilai rapor atau rala-rata Nilal Scderajatl Kompetens: (NDK]

Nilai alchir mata pelajaran vang sclanjutnya disebut NA adalah nilal gabungan
antara nilal S/M/PHE.

Pendidikan Inklusi  adalah  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  yang
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan
dan memiliki polensi kecerdasan dan atau bakat istimews untuk mengiloat
pendidikan atau pembelajaran dalam seto lingkungan  pendidikan secara
bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

PPDB Zonasi adalah Proses PPDB yang dilakukan terhadap calon peserta didik
baru yang berdomisili di wilayah sckitar sekolah pada kelurahan i sekolah
terscbul.

Sertifikut Hasil Ujian Sekolah (SHUS) adalah surat keterangan vang berisi nilai
U8 serta tingkat capaian Standar Kompelensi Lulusan yang dinvatakan dalam
kateporn.

Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, vang selanjutnya disingkat
Dapodikdasmen  adalah  suatu  sistem  pemndatsan yang  dikelola oleb
Kementerign  Pendidikan dan  Kebudayaan yang memuat data  satusn
pendidikan, peseria didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi
pendidikan wang datanya bersumber dar saluan pendidikan yang terus
menerus diperbarai secara online,

Sizswa Miskin adalah siswa darl kcluarga kurang mampu vang tidak bisa
mencukupi kebuiuhan dasar seperti maksanan, pakaian, tempat berlindung,
pendidikan dan keschalan.

Pasal 2

PP dilalnakan berdasarkan

.

b,

Nondeskriminatif adalah  segala scsuatu yung bersifal deskriminasl atau
membeda-bedakan  atau  tidak  adil terhadap swlah  seorang  individu
sebapaimana dimaksud dikecualikan bagi Sckolah yang secara khusus
melavani pescrta didik dan kelompolk gender atau agama terleniu.

Obyektif artinya bahwa Penerimaan  Peserta Didik Baru (PPDB) harus
memenuihi ketentusan umum yang diatar dalam Peraturan mi;

Transparan artinya pclaksanaan Penerimsan Peserta Didik Baru (PPDH)
bersifat terbuka dan dapat dikelahui oleh masyarakat termasuk oranglua
calon pescrta didik;

Alkuntabel artnya  Penenmaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) dapat
dipertangpungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

Berkeadilan artinya tidak membeda-bedakan latar belakang ekonomi, fisik,
dan soxial calon peserta didik



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO
' Pasal 3

Peraturan Walikots i bertujuan uniuk :
a.  Mendorong peningkatan akses lavanan pendidikan,

b. Digunakan schagai pedoman bag
. Kcpala Dinas untuk membuat pedoman teknis pelaksanaasn PPDB dan
mcnetapkan zonasi sesual kewenangannyva; dan

2. Kepala Sckolsh dalam melaksanakan PPDEB,

BAR II
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Kepanitiaan

Pasal 4

(1) PPDE dilaksanakan oleh Dinas dengan memperhatikan kalender pendidikan
melalui  beberapa  1shapan  wvaitu  sosialisasi, pendatasn, pendaliaran,
pengumuman dan pendaftaran ulang.

(2) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk pambia,
3] Panitia PPDE di Tingkat Kota ditetapksan dengan Keputusan Kepala Dinas

(4} Panitia PPDR i Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Sckolah,

Bagian Eedua
Pemilihan Sekolah

Pasal &

Pemilihan TK, SD dan SMP setiap Calon Pescrta Didik Baru diatur lebih Lanjut
dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAE III
KUDOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIE BARU
Pasal 6

Kuota Calon Peserla Didik Baru yang mendaftar ke TK, SD dan SMP i Kota Metro
diatur lebih Lanjut dengan Kepuiusan Kepala Dinas,

BAE IV
DAYA TAMPUNG SBEKOLAH
Pasal T

(1) Dava tampung Peserta Dhidik Baru di satuan pendidikan harus memperhalikan
kectenmaan  berdasarkan  Standar Pelayvanan Minimal (8PM) dan Standar
MNasional Pendidikan (SNP).

{2) Jumlah Peserta DHdik setisp rombongan belajar maksimal pada 3D 28 dan
SMP 32 (3NME).

{3] Daya tampung setiap satuan pendidikan akan diatur dengan Kepulusan
Kepala THnas.
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BAB V
PENDIDIEAN INKLUSI
Pasal &
Bagi Calon Peserta Didik Baru penyandang disabilitas (inklusi}) mendapatkan
prioritas bersekolah pada sekolah yang dekai dengan tempat unggal.

Calon Peserta Didik Baru penyandang disabilitas (inklusi) diatur pf:nilgian
(assessment) olch Tim Pusat Layanan Aulis (PLA) yang dibentuk oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayvaan.

BAB VI
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 9

Biaya Pendaltaran Registrasi Penerimaan Peserta Didik Barn Online dibebanlan
kcpada APBI.

(1}

(2}

(-3)

(1

(]

3]

BAR VII
PERPINDAHAN PESBERTA DIDIK
Pasal 10

Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu dacrah kabupaten; kota,
antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau anlar provinsi
dilakzanakan atas dasar perselujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah
yang dituju.

Dalam hal terdapal perpindaban peserta didik scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka Sckolash yang bersangkutan wajib  memperbahari
Mapodikdasmen.

Perpindahan pcscria didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal [2)
wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDE, sistem zonasi dan Rombongan
Belajar yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

BARB VIIT
TATA CARA PPDE
Pasal 11

Penerimaan peserta didik baru dilaksuanakan oleh TK, 80, dan SMP* dengan
memperhatilan kalender pendidikan melalun tehapan pemberitahuan kepada
masyarakat, pendaftaran dan pengumuman peserta didik baru yang diterima
seria pendaftaran ulang,

Selelzi masuk SD, apabila pendafilar melehihi kapasitas daya tampung maka
pendattar disclcksi berdasarkan urulan :
a.  Zonasi, afirmasi. perpindahan tugsas orang tuaf wal;

b. Usia vang paling tua.

Seleksi masuk BMP berdasarkan

a. zonasi, afitmasi, perpindahan ugas orang tua/ wali, dan/ atau
b, IDrostasi.
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(4} Ketentuan lebib lanjut pada ayat (1), {2), dan (3} diatur dengan Keputusan
Kepala Dinas.

BAB IX
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 12

waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi TE, 5D dan SMF
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAE X
PFENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

(1} Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan
PPDRE melahii laman situs yang ditetapkan pada Kepulusan Kepala Dinas.

(2] Dinas melskukan pengawasan, pernaniauan dan cvaluasi pelaksanaan PPDB.

BARB XI
SANKSI
Paszal 14

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan
ketentuan sebagal berikout ;

a. Walilota memberikan sanksi pejabat Dinas berupa :
1. Teguran lerlulis;
2, Penundaan atau pengurangan hale

3. Pembcbasan tugas, dan/atan
4.  Pemberhcntian scmentara/tetap dari jabatan.

b Dinas Memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Pendidik, dan stlau
Tenaga Kependidikan berups :

1.  Teguran tertulis;

2. Penundaan atau pengurangan hak;

3. Pembebasan tugas; dan/atau

4. Pemberhentian scmenlara/tetap dam jabatan.

(2] Penpenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang
melangegar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini,

(3] Tate cara pemberian sanksi yang diberikan dilaksanakan scsum dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAEB X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

FPDB wajib dilaksanakan secara Daring (dalam janngan) sclama Sural Bdaran
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 4 Tabun 2020 ienteng pelaksanaan
Kebijakan Pendidikan dalam masa Darural Penyeharan Corona Virs Disease
(COVID- 19) masih diberlakukan,
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; - BAB XII

KETENTUAN PENUTUF
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikots ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro
Nomor 10 Tahuan 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Barn pada Tarman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Mencngah Perlama dan Perubahan atas peraturan
walikota Metro Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dicabut dan
dinyvatakan tidak berlakua,

Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan  Peraluran
Walikola ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

i i W 121 b Ditetapkan di Metro
Sizsaet | pada tanggal 18 Me 2020
TR A LS T iy, SO | WALIKOTA METRO,

ACH PAIRIN

Dhumdangkan di Metro
pada anggal 1% M 2020

SEERETARIS DAERAH KOTA METRO,

L S AT
2

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR .50..



